LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 4 TAHUN 2005 SERI : E

e

PERATIURAN DAFRAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

TANDA DAFTAR PERUSAIAAN (TDP)

LEMBARAN DAERAH
KARUPATEN BANYILIMAS
NOMOR : 4 TAHUN 2005 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDF)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
BUPATI BANYLIMAS,

Menimbang : a. bahwaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 rentang Kewenanpan Pemerinizh den
Kewenangan Propinsi Schagar Daerah Otonom,
maka pengelolaan Tanda Daftar Perusahaan tidak
lagi menjadi kewenangan Pemerinmh, schingypa
menjad: kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota,

b hahwa dalam rangka pembinaan, pengarahan,
pengawasan dan mencipiokan dunia usaha yang
sehat serta untuk mencatat setiap kegiatan usaha
schingga lebih menjamin perkembangan dan
kepastian berusaha di Kabupaten Banyumas, maka
dipandang perlu adanya Peraturan Dzerah tentang
Tanda Daftar Perusahaan ;



Menctapkan :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DANYUMAS

dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA
DAFTAR PERUSAHAAN
BAB 1
KRETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah [ni yang dimaksud dengan

L

Daerah adalah Kabupaten Banvumas.
Pemerintah Daerah adalak Pemerintah Kabupater, Banyumas;
Bupati adalah Rupari Banyumas:

Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupalen
Banyumas;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaganyan
Kabupaten Banyumazs ;

10
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13
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Pejabat adaleh Pegawal vang diberi tugas terteniu di Bidung
Perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undsnpan yang
berlakug

Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusabaan atau yang selanjutnya
discbut BA-WDP adalah biaya scbagai pembayarar ates penerhitan
Tanda Daftar Perusahazn;

Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP, adalah Tanda
Daftar yang diberikan kepeda setiap perusahaan sebagai bukti bahwa
perusatiaan telah melaksanakan pendnfiarar dalam dafiar perusahaan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Perubahan TDP, adalah kegiatan perusahaan yang melipwii
perubahan : nama perusehaan, status perusaliaan. alamst perusahaan,
penanggung jawab atau pemilik dari kegiatan usahs pokok;

Pergantian TDP, adalah kegiatan penerhitan TDP sebagai pengganti
TDP yang telah diterbitkan karena hileng atau rusak;

Pendafiaran l;lrn.ng TP, adalah kegintan pendaftaran ulang TDP yang
iclah berakhir masa berlakunyaumuk memperoleh TDP baru:

Pembeharsan TDP. adalah kegiatan pencibitan TDP baru sebugai
penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini, untuk menggantikan TDP
yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini,

Salinan Resmi Daftar Perusahaan oadalah salinan atau foto copy
scluruh data yang tersedia dan suatu perusahaan dan telah disahkan
nleh Kepala Dinas,

Petikan Resmi Daftar Perusahaan, adalah sebagian data yang terdapat
dalam Daflar Perusahaan yang telah disahkan olch Kepala Dinas;
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. Usaha adalah segaln tindekan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam

bidang perckonomian vang dilakukan cleh seoreng pengusaha untuk
tujuan memperoleh keuntungan;

Penguseha adaleh sctiap orang perorangan atau perschutuan atau
bidan hukum yang menjalankan suami jenis perusahaan;

Perusahaan adalsh setiap bentuk usaha vang menjalankan setiap jenis
useha yany bersifat tewp danterus menerus dan yang didirikan, bekerja
serta berkedudukan di Kabupaten Banyumas, untuk tujuan
memperoleh keuntungan danatau laba:

Cabang Perusahaan adalah perusahasn yang merupakan unit atau
bagian deri perusshaan induknya yang berkedudukan di tempat yang
berlanan dan dapat bersifar berdin sendiri atau bermigas unmik

‘melaksanakan sebagian tugas dan perusahaan induknya;

Perusahaan perorangan adalah perusshaan vang  dimiliki aleh
perorangan yaitu seseorang yang juga bertindak sebagzi pengusaha
vang mengurus dan mengelolz sendin perusahaan miliknya it
termasuk di dalemnya scorang yang mengurus, mengolah dan
mengawasi setiap usaha secara langsung dan tidak merupakan Hadan
Hukum;

Badan adalzh suami Badan Usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnyn, Badan Usaha Milik Negara
atau Dacrah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma.
Kongsi, Koperasi, Yayasan alau Organisasi yang sejenis, Lembagsz,
Dana Pensiun, bentuk usaha tatap serta bentuk Badan Usaha lainnya:

Pemnhon adalah pemnhon Tanda Daftar Perusahaan;

Pemegang Tanda Daftar adalah Pemegang Tanda Daltar Perusahaan.

(1)

{Z)

(3)

(4)

BAB Il
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Ragian Pertama
Wewenang Pemberian Tanda Daftar Perusahaan
Pasal 2

Setiap perusahaan lermesuk perusahaan asing vang berkedudukan di
Kabupaten Banyumas wajih didaftarken dalam daftar perusahaan
pada Dinas/Instansi yang bertanggungjawab dibidang perdagangan,

Perusahasn vang sebagaimana dimaksud poda ayat (1), vang

berbentuk ;

a. Perserpan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer
(CV), Firma (Fa), Perorangan; dan

b. Perusahaan lain di luar perusahaan sebagaimana dimaksud
hurufa.

Perusahzan sebagaimanadimaksud padaayat (2) berstatus scbagai :
Kantor Pusat/lnduk,

Kantor Tunggal;

Kantor Cabang atau Kantor Pembantu;

Anak Perusahaan;

Kantor Agen; atau

Kantor Perwakilan perusahaan

meEn TR

TDP scbagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupari
atau Dinas/ Instansi yang ditunjuk.



IPasal 3

Perusahaan atan kegiatan usaha yang dikccualikan dari kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1), terdir) dari :

2. Perusahaan Negara vang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN),

b. Perusahaan Keeil Perseorangan;atau

¢. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang
sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencan keuntungan dan /atau
laba

Pasal 4

(1) Perusahaan kecil yang dimaksud dalam Pasal 3 hurufbtardiridan

a. Perusahasn yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi
pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjokan hanya anggota
keluarganya sendiri; _

bh. Perusahasn yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat
keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh
instans| yang berwenang

c. Peiusahaan yang benar-benar hanya sckedar untuk memenuhi
nafkah sehan-hari pemiliknya; atau

d. Perusahaan yang tidak berbadan usaha.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didaftarkan -
dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP apabila

dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan karena dibutuhkan
untuk kepentingan tertentu.

Hagian Kedua
Pendaftaran Perusahsasn

Pasal 5

(1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh pemilik atau Pengurus /
Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahasn yang sah pada Dinas /
[nstansi vang bermnggungjawab di Bidang Perdagangar.

(2) Kuasa sehagaimuna dimaksud — pada avat (1) tidak termasuk kuasa
untuk menandatangani formulir Pendafazan Perusiahaan,

(3) Tata cara den Persyaratan pendaftamn perusakaan sebagaimana
Jimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl

(4) Dalam waktu peling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan percaflaran secara lengkap dan benor Dings/instans
vang bertangoung jawab di bidang Perdagargan wajib mienerbithan
TOPR.

Pasal 6

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasany TDP
ditempat vang mudah dituca dan dilihat olchumum sectanomor TOP waiib
dicentumkan pada papan rama dan dokumen-dokumen perusahaan yang
dipergunakan delam kegiatan perusahaannya.

Pasal 7
TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lim) Tahun terhitung mulai diterbitkan

dan wajib dipernaharui paling lambat 2 (tiga) bulen sebelum masa
berlakunya berakhir



(1)
(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

Pasal 8
Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atan duplikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sampai dengan masa
berlakunya TDP yang hilang atau nusak,

Kepala Dunas/Instunsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan
harus menerhitkan TDP pengganti paling lams S (lima ) hari kerja
lerhitung sejak permohonan penpgantian TDP yane hileng atau nisak
diterima secara lengkap dan benar. :

Tata cara dan persyaratan penggantian TDP sebagaimana dimaksud
pedaayal (1) diatur lehih lanjwt dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pendafiaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendafiaran
perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.

Penolakan sehapaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
tertulis oleh Bupati atau Kepala Dinas yang ditunjuk, paling lama $
(lima) hart kerja sejak diterimanya formulir pendaftaran perusabiaan
discrtaiglasen-alzsannya.

Paling fama 12 (dua helzs) hari kerja terhitung sejak diterimanys sural
penolakan, perusahaan vang bersangkutan wajib melakukan
pembetulan dan atsu melengkapi persyaratan yang menjadi alasan
penolakan.

Apebila dalum waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3),
perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan
atau melengkapi persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

I

i1)

(2)

3)

Bagian Ketiga
Perubahan, Pembaharuan, Pembatalan dan Penghapusan

Paragraf 1
Peruhahan

Pasal 10

Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap da yang
didafiarkan, wajth melaporkan kepada Diras Perindustrian dan
Perdagangan.

Perubahan yang dapat mengakibatkan penggontion TDF schagaimana
dimaksud pada ayat (1 ) adalah sehagai berikut -

Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan:
Peruhahan nama perusahaan:

Perubahan bentuk atau staus perusahaan;

Perubahan alamat perusahaan ;

Perubahan kegiatan usaha pokok ; atau

Khusus untuk PT termasuk perubahananggaran dasar

s I 1 SR = SO - T
ol T —

Kewajiban melzporkan perubahan sebagaimzna dimaksud pada ayat
(1), dilakukenoleh:

e PT paling lama 30 (tiga puluh) hari seteizh tanggal pengesahan
- atau persetujuan perubahan atau penerimaan perubahan anpgaran
dasar atau penerimaan pemberitahuan Dircksi/Komisaris oleh
Pejabal yang berwenang;
b. Koperasi, CV, Fa, PO, dan perusahazn lzin paling lambart 3 (riga)
 bulan terhitung sejak tanggal perubahan.



(1)
(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

Pasal 8
Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atan duplikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sampai dengan masa
berlakunya TDP yang hilang atau nusak,

Kepala Dunas/Instunsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan
harus menerhitkan TDP pengganti paling lams S (lima ) hari kerja
lerhitung sejak permohonan penpgantian TDP yane hileng atau nisak
diterima secara lengkap dan benar. :

Tata cara dan persyaratan penggantian TDP sebagaimana dimaksud
pedaayal (1) diatur lehih lanjwt dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pendafiaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendafiaran
perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.

Penolakan sehapaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
tertulis oleh Bupati atau Kepala Dinas yang ditunjuk, paling lama $
(lima) hart kerja sejak diterimanya formulir pendaftaran perusabiaan
discrtaiglasen-alzsannya.

Paling fama 12 (dua helzs) hari kerja terhitung sejak diterimanys sural
penolakan, perusahaan vang bersangkutan wajib melakukan
pembetulan dan atsu melengkapi persyaratan yang menjadi alasan
penolakan.

Apebila dalum waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3),
perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan
atau melengkapi persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

I

i1)

(2)

3)

Bagian Ketiga
Perubahan, Pembaharuan, Pembatalan dan Penghapusan

Paragraf 1
Peruhahan

Pasal 10

Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap da yang
didafiarkan, wajth melaporkan kepada Diras Perindustrian dan
Perdagangan.

Perubahan yang dapat mengakibatkan penggontion TDF schagaimana
dimaksud pada ayat (1 ) adalah sehagai berikut -

Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan:
Peruhahan nama perusahaan:

Perubahan bentuk atau staus perusahaan;

Perubahan alamat perusahaan ;

Perubahan kegiatan usaha pokok ; atau

Khusus untuk PT termasuk perubahananggaran dasar

s I 1 SR = SO - T
ol T —

Kewajiban melzporkan perubahan sebagaimzna dimaksud pada ayat
(1), dilakukenoleh:

e PT paling lama 30 (tiga puluh) hari seteizh tanggal pengesahan
- atau persetujuan perubahan atau penerimaan perubahan anpgaran
dasar atau penerimaan pemberitahuan Dircksi/Komisaris oleh
Pejabal yang berwenang;
b. Koperasi, CV, Fa, PO, dan perusahazn lzin paling lambart 3 (riga)
 bulan terhitung sejak tanggal perubahan.



(2)  Penzsahaan sehagaimana dimaksud pada ayat (1),  TDP vang Pasal 15
' dimilikinya  dinyatakan tidak berleku dan perusahaan yang
bersangkutan wajib mengemkbalikan TOP asli kepada Bupati atau (1} Blaya Administrasi TDP adalah biay2 administrasi sebagai
Dinas/Instansi yang bertanggung jawabdalam bidang perdagangan. pembayaran étas penerbitan TDP.
@) " Klilsns peridahaan Bebenkik’ P spabil fesadi  kejudien (21  Biaye nldministmsi infurm?si ta?nda taﬁfu perusahaan adalah biaya
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampm dengan huruf Fane dlkmn.ku _padﬂ e '"r“““““.m“h“.““ yank Deoph
e 4 salinan resmi, petikan resmi atau bukusalinan resmi hasil olahan
e, likurdator yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (riga
puluh) hari sejax tanggal pernbubaran wagib mendaliackan kepada Pasal 16
Bupati atau Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab
dibidang perdagangan. (1) Ohyek Bizya Administrasi TDP meliputi :
(4)  Perusshsan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan k2jadian 2. TDPbaru.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupali siau Kepala b. Perubahar TUP;
Dinas/lnstansi yang bertanggung jawab dibidang perdagangan c. Penggantian TDP;
memberikan perinpatan paling banyzk 3 (tiga) kali berturit-turut d Pendafiaran [ llang TDP dan Pembaharuan TDP.
Miesi0g S taikin RRgeng wakin | CHER Du L ()  Obyek Biaya Administrasi Informasi Tanda Daftar Perusahaan
: . meliputi:
(5)  Bupat atau Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab
dibidang perdagangan wajib negumumkan peaghapusan pada a  Salinan Resmi dari Daftar Perusahaan:
papan pengumuman ataumediamasa cetak atau elekironik. b. Petikan resmidari Dafiar Perusahaan,
c.  Bukuinformasi perusahaan hasil olahan
(6) Tata cara dan persyamtan pengahapusan TDP scbagaimana
dimaksud pada avat(1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 17
BAB 11 Subyck Biaya Administrasi TDP adalah orang atau persekutuan atau badan

hukum vang melaksanakan kegiatan usaba.

=

RIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSATIAAN
DAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN



BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 1I¥

Prinsip dan sasaran dalam penetapan stuklur dan besarnya biaya
administrasi didasarkan pada tujuan untuk menutup hiaya penyelenggaraan
pemberian TD?, meliputi biaya administras, pcnerhimln buku 1.'_11‘:)'.1I
perusahaan, pelavanan informasi dalam dunia usana dan biaya f\rrusmruil
dalam rangka pembinaan, pengawasan, pemamiauan kegialan dan
perkembangan perusahaan.

BAR V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BIAYA ADMINISTRASI
Pasal 19

(L) Struktur dan  besarnya tarif biays administras: schagnimann
dimaksud dalam Pasal 16 dibedakan berdasarkan hentuk usaha,

(2)  Struktir dan besarnya tarif biaya admimistrasi - ditctapkan sebagai
berikut :
a TanfBiavaAdminisirasi TDPBaru:

1. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 500.000.-
2. Koperasi Rp.  100.000-
5. Persekutuan Comanditer (CV) Rp. 250.000-
4. Persekurian Firma Rp.  250.000,-
$. Perusahaan Perorangan Rp.  100.000.-
6. Badan Usaha Lainnya(BUL) Rp  250.000.-
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7. Senap Kantor Cabang, Kantor Pembantu,
Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan
I'erusahaan pada angka | (satu) sampai 6
{enam) dikenakan tarifsesuai dengan
bentuk perusahaannya.
8. Setiap Perusahaan Asing, Kentor
Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan,
Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing... Rp.1.000.000.-

Taril Biaya Adosinistresi Perubahan TDP

Perscroan Terbatas(PT)..cvove v, Rp. 250.000.-

KOperasi........ 0 iaiiirias s Ry 50.000;=

Persekutuan Comanditer (CV)........ Rp. 125000,-

Persckutvan Firma..... oo R 125.000,-

Perusahaan Perorangan .......c.w.... Rp. 50.000,-

Badan Usaha Lainnya (BUL)......... Rp. 125.000 -

Setiop Kantor Cabang,

Kantor Pembantu, Anak Perusahaan,

Agen dan Perwakilan Pernsahaan

padaangka | (satu) sampai 6 (enam)

dikenakan tarif sesuai dengan bentuk

Perusahaannya.
8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor

Cabang, Kantor Pembantu,

Anak Perusabaan, Agendan

Perwakiian Perusahaan Asing. ... Rp: 500.000.-
Tarif Biava Administrasi Penggantian TDP:
1. PerseroanTerbatas(PT).........cccee... Rp. 250.000.-
3. Persckutuan Comanditer (CV)..........Rp. 125000,
4. PersckutvanFirma... ... Rp. 125.000,-
5. PerusahaanPerorangan.. ... Rp. 50.000.-
6. Badan Usahalsinnya(BUL).........Rp. 115.000-

17



f.

Tarif Biaya Administrasi Pendaftarar Ulang dan Pembaharuan

Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembaniu,
Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan
Perusahaan padaangka | (satu)sampai 6
(enam) dikenakan tarif sesuaf dengan
bentuk perusshaannya.

Setiap Perusahaan Asing, Kantor

Cabang, Kantor Pembantw, Anak Perusahaan,

Agendan Perwakilan Perusahaan Asing...

TDP:

b i B ol

Persaema.nTerbausu"l Bhecasdiix bereche AR el
. Rp. 50.000,-

Pcrﬂ:kumall cmmmncrrcw
Persekutuan Firma ..ooovoeinn
Perusahaan Perorangan ... AR
Badan UsahaLainnya {BL L] ...................
Setiap Kantor Cabang,

Kantor Pembantu, Anak Perusahaan,
Agen dan Perwakilan Perusahaan
padaangka | {satu) sampai 6 (cnam)
dikenakan tarif sesuai dengan bentuk
Perusahaannys.

Sctiap Perusahaan Asing. Kantor
Cabang. Kantor Pembantu,

Anak Perusahaan. Agendan

Perwakilan Perusahaan Asing........cc.ccee..

Setiap salinan resmi dari Daftar Penisahaan

Setiap petikan resmi dari Daftar Perusahaan

¢ Bukuinformasi Perusahaan Hasil Olahan

Rp.500.000.-

Kp.250.000,-

Rp. 125.000.-
Rp. 125.000,-

“ Rp. 50.000.-

Rp. 125.000.-

Rp. 500.000,-
Rp. 50.000.-
Bp. 25.000.-

Rp. 100.000-

Pasal 260

Hasi| pungutan biaya administrasi - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
disetor secara brutn ke Kas Dasrah,

(n

(1)

BAR VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 2]
Perusshaan yang melangger ketentuan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayal (1), Pasal 6. Pasal & ayat (1), Pasal |0 ayat (1),
dan Pasal |1 ayal (1) diancam pidana kurungan  naling lama 6
tenam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000- (lima
puluhjuta rupiah).
Tindak pidana sehagaimana dimesksud pada ayat (1) acalah
pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 22

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai penvidik untuk melakukan
penyidikan linduk pidana di bidang Pendafizran Perusahaan.

19



(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:

i

b

o G-

menerima, mencari, mengumpnlkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenoan demgan tindak pidana dii bidang
Pendafiaran Perusahsan agar kelerangan atau laporan tersebut
menjadi lenghap dan jelas;

mencliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal
crang pribadi atsu badan tentang perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan tindak pidona di bidang Pendaftaran
Perusahann ;

meminto keterangan dan bahan buku dari orang atau badan
sehubungan tindak pidana Ji bidang Pendaftaran Perusahaan ;
menerima  buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pindara ¢i bidang Pendaftaran
Perusahaan |

melokukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatastan den dokumer lain serta melakukan
penyitasn terhadap bahan bukt tersebut:

meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan ;
menyuruh berhenti dan otou melarang seseorang melakukan,
meninggalkan ruangan ataw lempal  pemeriksaan sidang
berfangsung dan memenksa idenfitas seseorang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe;
memeriksz seseorang yang berkaitan denpan tindak pidana di
bidang Pendofiaran Perusahoan ;

memanggil seseorang untuk didengar kelerangannyz dan
diperilsa sebagai tersangka atau sakst,

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk  kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Pendafinran Perusahaan
menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan
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(3)

(1)

(1)

(2)

Pcn}fadik sehagaimana dimaksud pada ayal (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menvampaikan hasil penyidikannya
kepads Penuntut Umum.

BAE VIII
PEMBINAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sertanpgung jawab atag
pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pengawasan umum atas pelsksannan Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh Badan Pengawasan Dacrah Kabupaten Banyumas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 24

Pcrusahaan yang pada saat berlakunya Peraturan Dagialy ini telah
memiliki TDP berdasarken peraturan perundang-undangan yang
telah ada scbelumnya, maka TDP tersebut tetap herlaku sampai saa:
pendaftaran ulang yang ditentukan dalam TDP tersebut, untuk
kemudian wajib memiliki TDP baru berdasarkan Peraturan Daerah

ini paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunyn berokhir
TDP tersebut.

Perusahaan yang pada saat berlakunya Peraturam Dasrah ini welah
inclabsanakan kegiatan usaba dan  belum memiliki TDP. maka
dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan rerhitung sejak berlakunyz
Peraturan Daerah ini wajibmemiliki.



Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada :anggal diundangkan.
Agar sctiap oreng dapat mengetahuinya, memerintahican

pengundangzn Peratmran Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Deerah Kebupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto,
pada tangga! : 26 Feb 2005

BUPATI BANYUMAS
ttd
ARIS SETIONO
Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 28 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

td
SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP: 500 086 384

LEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 SERT E

pd
Foud

PENJELASAN
PERTURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMASN
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PENJELASANUMUM

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan
vang dibuat sccara benar dari suatu perusshaan dan merupakan
sumber informasi resmi unluk semwa pihak vang berkepentingan
mengenai identitas, data, sert2 keterangan lainnya ientang
perusahaan yang tercantum dalam daliar perusahaan dalam rangka
menjamin kepastian berusaha, dan bersifat terbuke untuk semua
pihak.

Bagi Pemerintah, Daftar Perusahaan sangat penting karena
akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti keadaan
perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di Tingket Daerah
maupun Tingkar Nasional, disamping im untuk menyosun dan
menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan pembinaan
dan pengdwasen atas dunia usaha serta meneiptakan iklim usaha
yang sehat serla untuk pengamanan Pendapatan Daerah

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai hukum bagi
pengendalian, perkembangan dan kegiatan terhadap usaha yang
dilaksanakan oleh masyarakat guna menciptakan iklim dunia usaha

- yang kondusif
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PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pagal |

Pasal 25/d 17

Pasal |18

Pasal 19ayat(1)

Pasal 1% ayat(2)

Pasal 20

Pasal 21 ayat(1)

Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan
penjelasan dan menyamakan persepsi
terhadap beberapa istilah yang digunakan
dalam Peraturan Dacrah ini,

Cukupjclas.

Yang dimeksud dengan golongan Riaya
Administrasi. Perizinan Tertentu adalah
perizinan yang merupakan kewcnangan
pemerintah yang diserahkan kepada daerah
dalam rangka asas desentialisasi yang benar:
benar diperlakukan gunz melindungi
kepentingan uinum scria biaya yang menjadi
beban dzerah

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan Dadan Usoha Lain
{BUL) adalsh perusahasn yang dikelola
Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah
Propinsi termasuk didalamnya Badan Usaha
Milik Megara ztau Badan Usaha Milik
Daerah.

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 21 ayat(2)

hurufhb

Pasal 22

Yong dimaksud dengan pengakuan utang
biava administrasi secara langsung adalah
Wajib Biaya Administrasi  dengan
kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang biaya administrasi secara
tidak langsung adalah Wajib Biava
Administrasi  tidak secara nyata-nvata
langsung menyatakan bahwa ia mengakui
mempunyval wang biaye administrasi
kepada Pemerintah Dacrah.

Contoh : )

- Wajib Biaya Administrast mengajukan
permohvnan avgsuran/penundaan
pemhbayaran.

- Wajib Biaya Administrasi megajukan
keberatan atou penundoan pembayaran.
Dengan sanksi pidana, dihearapkan
timbuinya kesadaran Wajib Biaya

Administrasi untuk memenuhi
kewajibannya.

Pasal 23 ¢/d Pasal 25 Cukup jelas
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